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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention
on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas mengamanatkan pelaksanaan dan perwujudan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan serta kebebasan dasar
Penyandang Disabilitas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan Pemerintah untuk
mengatur lebih lanjut mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi
terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini
dimaksudkan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan
mengefektifkan pembangunan nasional dan daerah terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selanjutnya,
dalam rangka efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah wajib merumuskan
dalam rencana induk.

Peraturan  Pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, serta partisipasi Penyandang

www.peraturan.go.id



No. 6399 o

Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam proses Perencanaan,
Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas terdiri dari Perencanaan jangka panjang,
Perencanaan jangka menengah, dan Perencanaan jangka pendek.
Perencanaan jangka panjang disusun dalam RIPD untuk periode 25 (dua
puluh lima) tahun, Perencanaan jangka menengah disusun dalam Rencana
Aksi Penyandang Nasional Disabilitas dan Rencana Aksi Daerah Penyandang
Disabilitas Provinsi untuk setiap periode 5 (lima) tahun, dan perencanaan
jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga,
serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk setiap
periode 1 (satu) tahun.

Penyelenggaraan  terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi
dan kabupaten/kota terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan tingkat pusat dan daerah.

Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dilakukan dengan membandingkan antara target
capaian RIPD, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana
Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat
daerah.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dalam
proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan
melalui penjaringan aspirasi dari organisasi Penyandang Disabilitas dan
pemangku kepentingan, berupa keterlibatan melalui forum tematik disabilitas
yang diselenggarakan sejalan dengan forum-forum Perencanaan dan

penganggaran pembangunan tingkat nasional dan daerah.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Kaji ulang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara

RIPD dan kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna

menyesuaikan dengan perkembangan dinamika, kondisi, dan isu

aktual terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas baik di tingkat daerah, nasional, regional,

maupun internasional.

Hasil kaji ulang berisi rekomendasi tindak lanjut, sebagai berikut:

a. perlu dilakukan perubahan RIPD karena adanya kebutuhan
efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan dengan
perkembangan dinamika, kondisi, dan isu aktual terkait
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas; atau

b. tidak perlu dilakukan perubahan RIPD karena tidak adanya
kebutuhan efektivitas pelaksanaan RIPD guna menyesuaikan

dengan perkembangan dinamika, kondisi, dan isu aktual
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